PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR EM&;?TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI S}:RTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT | e

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal - 19 ayat (1)-._
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 ’cemamgsf
Perangkat Daerah sebagaimana telah dmbah dengan-:;
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 mengaturﬁ!
bahwa pada dinas daerah provinsi dapa‘t d1ber1tuk Umtf'
Pelaksana Teknis untuk melaksanakan keglatan tekm
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang iel tentn

b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendas;i Mentem Dalamf;
Negeri Nomor : 061/4212/0TDA tanggal 28 Jum 2021,'_.
telah disetujui Perubahan Status dan Nome:nk}atur RSJD .
Sungai Bangkong menjadi Unit Pelaksana Tekms (U
Klinik Utama Provinsi Kalimantan _.Baratf:irkeias A, dar

23

mengamanatkan kepada Guberaur Kalunantan Barat’_
untuk segera menindallanjuti penataan UP’I‘ d1mak$udj;
sesuai dengan rekomendasi; : ' :

¢c. bahwa untuk meningkatkan efektmtas pelaksanaal
tugas dan fungsi pelayanan di b1dang kesehatan JlW&
penyalahgunaan NAPZA, dan anak berkebutuhan_
khusus, perlu dibentuk Unit. Peiaksana 'I‘ekms Khmk"
Utama Sungai Bangkong Provinsi. Kahma,man Barat

d. bahwa  berdasarkan Demmbaﬁgan sebagaimana-ﬂf:-t (=
dimaksud dalam huruf a huraf b dan humf c, perlu{
menetapkan Peraturan Gubernui ten’cang Pembenmkm
Susunan Organisasi, ’I‘ugas dan Fung31 ser‘t:a Tata Kerja'
Unit Pelaksana Teknis Klinik Uiama Sungal Bangkong-
Provinsi Kalimantan Barat; -
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Mengingat

Indonesia Tahun 1945

Undang—Undang Nomor 25 Tahun:
Pembentukan Daera;h Daerah

Timur (Lem‘baran Neg&m Repu'b' ik Tt
Nomor  65; ’I‘ambahan Lembaran
Indones;a Nomor l 106) '

Undang- Undang Nomor
Psakotroplka

Repubhk Indonesza Nomor 367 1)

Undaﬂg»Undang Nomor 23 Tahun
Perlmdtmgan Anak (Lem‘baraﬁ Negara R'

diubah beberapa kall dan terakhu..
Undang Ncmcl 17 Tahun 29167_-'

Undang»Undang Nemer.; '
Narkotika (Tam’bahan :
Indonesia. Tahun 2009 Nomor 143 Tambaha
Negara. Repubhk Inc‘ionesm Nomm_ 062);

Undang Undang Nomo'

2014 Nomor 6 Tambahan Lembar
Indonema Nomor 5494) :

Undang Uﬂdamg Nomor ~Tahu
Kesehatan Jiwa’, (Lembaran Negar R
Tahun 2014 Nemar 185, Tambahan
Repubhk Indones1a Nomor 5571 e
Undang—-Undang Nomor
Pememntahan Daerah (Lem

Namor 65’73)
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang-_:

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesm-_l_ SRR
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara =~
Republik Indonesia Nomor - 5887) Se’baga}maﬁa felab o
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun-"._._-'_; R

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermtahf?'

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah = =
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor S
187, Tambahan Lembaran Negara Republﬂ«: Indonesm;_;_’_ s

Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten‘i:ang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negaia_:'_'_::" e :
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan_i PN

Lembaran Negara Republik Indonesia - Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah'i_: B
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan =~
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 teﬂtang Managemenf;’_{
Pegawai Negeri Sipil (Lemba:tan Negara. Repubhk
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan L@mbaran--s;-*3_':'_"§'-- e

Negara Republik Indonesia Nomor 647 7)

Peraturan Menteri Kesehatan. Nomor. 9 Tahun 2014':-'.:_'_”_5-' :
tentang Klinik (Berita Negara: Repubhk Indonesm Tahun_f e i

2014 Nomeor 232},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 201’?..'--'-".

tentang Pedoman Pembentukan dan KI&Slflk&Sl Cabano*-..
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembmmi’_--_ _
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomoz AS1); -

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun. 2016 teﬂtang.'i‘f i
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi- Kahmantan':"i_ e
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembalan Daerah-

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah =~ .
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan = =
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang'_-'j__-_..f: i

Pembentukan dan Susuhan Perangkat Daerah Provms:t'ff

Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan = . )
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerahf-_'-;. S ROy

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tenﬁaﬁg:_{j_ii A
Kedudukan, Susunan Organisasi,. ’I‘ugas dan Fungsi, -
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan = L
Barat (Berita Daerah Provinsi Kahmantan Barat. Tahun.}:@': BED
2016 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan =~ =
Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2019 tentang = -~
Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 99 Tahun AL S
2016 tentang Kedudukan, Susunan Olgamsasz ’I‘ugas_-'f__g ERORE
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Prownsi SRR
Kalimantan Barat (Berita Daerah vam& Kahmantaﬁ SR S

Barat Tahun 2019 Nomor 82);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  GUBERNUR TENTANG = PEMBENTUKAN, -~ =
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTATATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI
BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara e
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. pememmahemi S
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. '

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. S
Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Bsu at. : : S
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kahmantan Barat e

Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Ba:ﬂgkong Prownsz Kahmantan}?;_' St o8
Barat yang selanjutnya disebut UPT Klinik Utama Sungai. Bangkong adalah"_}i_ St
unit teknis operasional yang melaksanakan keg1aian teknis tertentu dalam =
memberikan pelayanan di bidang kesehatan 31wa, penyaiahgunaan NAPZA}Z P R
dan Anak Berkebutuhan Khusus. : 2

o v s W

7. Kepala UPT Klinik Utama Sungai Bangkong yang sela_mutnya dzsebut'f. -lfl
Kepala UPT adalah pimpinan UPT Klinik Utama Sunga:l Baﬂgkong Provmmf.’} S R
Kalimantan Barat. S

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dlsmgkat ASN. adala.h profesz bag1 S
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perganjiazl 1{81‘_}& yang._:__-"
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. S R

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selan}utnya dzsebut Pegawa1 ASN’ S
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemermtah dengan peljanﬁan'_j:'-'_.'_;:_:
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepéegawaian dan diserahi tugas. oo
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lamnya daﬂ S
digaji berdasarkan peraturan peruﬁdang-undangan ' e

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga laegara'.-: :
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat: sebaﬂal Pegawai ASN -
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian’ untuk menduciukl Jabataﬂ- B
pemerintahan. :

11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang ber1s1 fungs& darl_{_'{_-_f__- S
tugas berkaitan dengan pelayanan publik S@rta admlmstrasz pemerm‘tahem':-_; S
dan pembangunan. _ G R

12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang mendudukl Jabata.n
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Bara‘t ET I .

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yanﬂf bensi fungm demf-.j'_': Bt
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang be1dasarkan pada}_.'_' S
keahlian dan keterampilan tertentu. P

14. Pejabat Fungsional adalah ™ Pegawai ASN yang mendudukl Jabatan'}'_’”:-_:”;
Fungsional pada instansi pemerintah. ho
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Klinik Utama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan med11~: '
spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri- dalam - o
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/dtau keteramp11an‘_.__. B SR
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk’ Jems tertentu S

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. .
Kesehatan Jiwa adalah suatu kondisi mental yang sejahtera Vang"

memungkinkan hidup harmonis dan produltif sebagai bagian yang utuh =
dari kualitas hidup seseorang dengan memperhaﬁkaﬂ semua Segl_,:.‘.

rnanusia.

Gangguan Jiwa adalah suatu perubahan pada fungm lea Yang_.'. : S
menyebabkan ganguan jiwa, menimbulkan penderitaan pada 111d1v1du dan

atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya,

Gangguan Jiwa Ringan adalah perubahan fungsi kesehatan Jiwa' seperu:.;: L
depresi ringan, perasaan cemas atau pada tahap awal belupa gangguant-'_j;_'_

awal kepribadian antisosial,

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan%.}"“;'.'-_'
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan = .
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya - Tasa, m@ngura,ﬁ&if._-'-"”_'E_--'- ST
sampai  menghilangkan rasa nyeri, dan dapat memmbuikanft T

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan goiongan -

Pecandu  Narkotika adalah orang yang menggunaké,ii ' 'atauf_}f g
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada--

Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang. dz‘i:andaz oleh dmongan'_ﬁ S S e
untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus deng&m tai;aran yang e il
meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila’ penggumaannya:_“:f B IS
dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, memmbulkan gejala ﬁszkl S P

dan psikis yang khas.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ha.k atau"fi A e

melawan huloum,

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (del'apan“_'belaS) 't'a'huri_f R

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Analk Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik k:husus"
yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pad a: v AT

ketidalonampuan mental, emosi atau fisik.

Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian keglatan pelayanan S

yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi.

Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian keclatan pelayanan N o

yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat p1even‘t1f :
Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian keglatan pengobataﬁ

yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan pendemtaa.n'_-*-_f-_'.'f At

akibat penyakit atau pengendalian kecacatan.

Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian . keglatan unmk T |
mengembalikan ke dalam masyarakat sehingga dapat berfuﬁgm lagz_--' S
sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat o i

semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya:

Rujukan adalah pelayanan kesehatan yang tidak dapat dﬂakukan dl_:_-’_ o
Puskesmas sehingga memerlukan pelayanan ke tingkat yang: lebih: hnggl_-':;f_ S R

yang meliputi pelayanan medik, konsultatif, diagnostik, dem 1abara£or1um
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31. NAPZA adalah akronim dari Narkoba, Alkohol, Psikotrapika dan Zat Adilctif
lainya.

BAB 11
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Klinik Utama Sungai

Bangkong.

(2) UPT Klinik Utama Sungai Bangkong sebagaimana dimaksud pada ayat'(’i)
adalah Unit Pelaksana Teknis Kelas A dengan wilayah kerja mehpuu
wilayah Kalimantan Barat.

BAB 111
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Klinik Utama Sungai Bangkong dipimpin oleh seorang Kepala UPT yand
berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) UPT Klinik Utama Sungai Bangkong mempunyai tugas mela_ksana’kaii
kegiatan teknis operasional dalam memberikan pelayanan di bidang

L=

kesehatan jiwa, penyalahgunaan NAPZA dan Anak Berkebutuhan Khusus )

sesuali ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Promosi;
b. Preventif;
c. kuratif dan rehabilitatif; dan
d

melaksanakan upaya rujukan sesuai ketentuan peraturan pemndang? :
undangan. :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Klinik

Utama Sungai Bangkong mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja UPT Klinik Utama Sungai Bangkong;

b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan umum, aparatur, penge},olaan .

keuangan dan aset di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong;

¢. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan Kesehatan d

jiwa, penyalahgunaan NAPZA dan Anak Berkebutuhan Khusus;

|
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pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang peﬁiayanan medzk o |

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penunjaﬂg medik, o
pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penunjang non medzk
pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang

5wt e

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang peiayanaﬂ kep&rawatari, R

pelayanan kesehatan jiwa, penyalahgunaan 'NAPZA-_._dan' _ j"A'ﬁak’ o

Berkebutuhan Khusus; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan kesehatan jiW& ;- '
penyalahgunaan NAPZA dan Analk Berkebutuhan Khusus yang dzserahlxan_ S

oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Klinik Utama Sungai Bangkong sebagalmanaff-_-f {; ;

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pelayanan; dan

d. Seksi Penunjang.

{2} Susunan Organisasi UPT Klinik Utama Sungai Ba;ngkong sebaga.lmazmi;'}-_':'-..;':é-.__;__,.:ff*_'_"f_
dimaksud pada ayat (1] tercantum dalam Lampiran- yang: merupakaﬂ?f:_’_

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1 ) huruf a, adalah-_-_:":_';-:._
unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, ‘mengoordinasikan dan - 7
mengendalikan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong dalam’ ‘menyelenggarakan
pelayanan di bidang kesehatan jiwa, penyalahgunaan NAPZA . dan Anak':_f A

Berkebutuhan Khusus sesuai ketentuan peraturan pemnéz«mg undangan

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UP’I‘-:}: :

mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan momtormg : S

dan evaluasi di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong,

b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Klinik: Uta:n‘ia. Sungal :

Bangkong;

HAROQ PERANGEAT DABRAH ASISTEN SEEDA . :
HUKUM PEMRANARSA .
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Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( ) huruf b o
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja pelakoanaan_-s:; ] S
administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan I{eum“lgan dan ase’t dzf{;-;

-8 -

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang jjela'yane{ri késeh&taﬁ

jiwa, penyalahgunaan NAPZA dan Anak Berk@butuhan Khusus Sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan; :

pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis di Imgkung&m UPT Khmk Utama_'__f S

Sungai Bangkong;

pengendalian kegiatan teknis operasional di Ilngkungan UPT Khmk Utma S

Sungai Bangkong;

pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UP’I‘ Khmk Utama_ -_ :' F

Sungai Bangkong; dan

pelaksanaan fungsi lain di  bidang pel'ayanan ' kesehataﬁ 31wa, j :
penyalahgunaan NAPZA dan Anak Berkebutuhan Khusus sesual ketentuan_s'_ L

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pa,sai 9 Sub Ba@man-;- S
Tata Usaha mempunyai fungsi : :

a.

Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf -, |

Pasal 10

penyusunan dan penyelarasan program. ker_}a serta pel&ksaﬁaan
monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Khmk Utama oungal ERE K

Bangkong;

pelaksanaan administrasi kepegawaian, orgamsam dan tatalaksema dl

linglkungan UPT Klinik Ui,ama Sungai Bangkong; -

pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di hngkungan UPT Kllmk
Utama Sungai Bangkong; SRR .

pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di hngl«:ungan ’{,}P’I‘ Khmk

Utama Sungai Bangkong;

pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Khmk Uta.ma Sunﬂal : ;".-j-:"':-';;:_

Bangkong; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang dzserahkaﬁ oieh 3

Kepala UPT.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan

Pasal 11

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan - teknis: operasmnai dz b1dang

pelayanan medik dan pelayanan keperawatan sesuai ketentuan pems,m_an
perundang-undangan.

HARD PERANQEAT DAERAR
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Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam . P'asal 11 Seksi-_ '_ |
Pelayanan mempunyai fungsi :

penyusunan program kerja Seksi Pelayanan;
pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pelayanan;
pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan medﬂ{

a
b
d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayana:a keperawatan '_ SonE
e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan o o

f

pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanamq tugas’_f . 
dan fungsi di bidang pelayanan; dan . =

g. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan yang dzserahkaﬁ oleh Kepala’ [
UPT. o .

Bagian Keenam
Seksi Penunjang

Pasal 13

Seksi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 6 ayat (1) huruf dl
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis. operaswna} di b1dangi_”:'-:_.g'---_;
penunjang medik dan non medik sesuai ketentuan peraturan perunda;ng-':‘ S R
undangan. -

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Seksxg]_f:‘_'?;'.:":"""":
Penunjang mempunyai fungsi : SO o

penyusunan program kerja Seksi Penunjang; : .

pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang penunjang, S |

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penunjang medlk I L
pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penungarxg non medﬂ{, - o
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penurgang, o '

me a0 oo

pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengaﬂ pelaksanaan tugas-.:;:-'_-'_ff
dan fungsi di bidang penunjang; dan L
g. pelaksanaan fungsi lain di bidang penunjang yang dlserahkan Gleh Kepala*fl_':_f_ e

Bagian Ketujuh . N EN
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional R R

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan. bertanggung S
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimipinan Tinggi ﬁatama P@;;abatﬁ_
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki: keterkmtan deﬁgan{f SRR
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan Jengangn}a sesuaz’
ketentuan peraturan perundangvundangan =

HARC PERANGHAT DADHAR
HURDM | | PEMRARARZA

ABISTENT | CISEEDA. LS00




(2)

(3)

(1)
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Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas méﬁ‘iﬁerikaﬁ pelavanan L

fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampﬂan sesual hetentuam S

peraturan perundang-undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional d1tetapka11 sesuai- keten‘maﬂ

peraturan perundang-undangan.

BABV
INSTALASI

Pasal 16

Pada UPT Klinik Utama Sungai Bangkong dapat dibentuk mstalas*ﬂ dengan

Keputusan Kepala UPT,

Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunym tugas__f. EROSTS

membantu Kepala Seksi dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional

sesuai dengan fungsinya secara langsung dengan memaﬁfaaﬂ{aﬂ sumber'_'ﬁ o

daya yang ada secara efektif dan efisien. _
Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ;-
Instalasi Gawat Darurat; |

Instalasi Rawat Jalan;

Instalasi Rawat Inap;

Instalasi Kesehatan Jiwa; : o
Instalasi Rehabilitasi Medik Anak Berkebutuhan Khususa e
Instalasi Penyalahgunaan NAPZA; o Rt
Instalasi Farmasi;

S®RoMe po oo

Instalasi Laboratorium;
Instalasi Gizi;

ok 4
.

Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan dan

o

perundang-undangan.

Pasal 17

Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dlmai«;sud dala.m Pasal 16 ayat (3)_
huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan: medls paszen gawatf;{;
darurat yaitu pasien dengan ancaman kematian dan: perlu periolongam;{
segera (critically ill patient), paszen yang tidak ada arcaman - 1{emaﬁan

Instalasi lainnya sesuai kebutuhan dan keientuan peraturanr{f;;_;

tetapi perlu pertolongan segera (emergency patient), dan peiayaﬁa.n paslen: i

tidak gawat tidak darurat yang datang: ke IGD selama 24 gam terL1SQ_".:}.--

menerus.

Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 16 ayat (3)”'-'_3::. *-5'::_.53
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rawat galan yangf__?
meliputi pencegahan, penyembuhan, 1<eperawatan 1os1koterap1 da}n :

rujukan.

Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud - dalam Pasal 16 ayat (3)
huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyembuhanj";__"_-_"
pasien rawat inap dengan pelaksanaan. pelayanan medak peiayananfé}=__-_-":':;

keperawatan, pelayanan penunjang dan pelayanan 1ujukan

HARD PRIANG KAT DARRAH

amsmm _mimga s
HUROGH PEMRAKARSA . . A s

C v [P




(4)

(10)

(11

(1) UPT Klinik Utama Sungai Bangkong hanya dapat membemkar}, pelayana.n s
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Instalasi Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 'a}fa‘t'-{S) '

huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan peﬁyembuhan R
pasien Kesehatan Jiwa dengan kondisi dimana seorang individu ciapat P .
berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehmgga individu

tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat

bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk S

komunitasnya.

Instalasi Rehabilitasi Medik Anak Berkebutuhan Khusus 'Sébagaiﬁzéina o
mg'as:-:_ R
melaksanakan perawatan dan rehabilitasi pasien anak’ berkebuiuhan R

dimaksud dalam Pasal

16 ayat huruf e,

(3)

mempunyai

khusus.

Instalasi Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalai‘n 'P'a'éai 16 B T
ayat (3) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan perawatan d&n';._-- [

rehabilitasi pasien dengan penyalahgunaan NAPZA.

Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) humf g B

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan farmasi, pengumpulan da’ta: i B BT
farmasi, penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi tentang falmasz |
(obat-obatan dan alat kesehatan) sesuai dengan kebutuhan UPT Khmk; SRENEEEE

Utama Sungai Bangkong dan ketentuan peraturan perundang~undm1gan i

Instalasi Laboratorium sebagajmana dimaksud dalam . Pasal 16 ayat (3)'._.'3' o
huruf h, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap paswnf_
rawat jalan dan rawat inap yang melakukan pemeriksaan - Laboratorlum:f

(darah, faeces, air seni) sebagai penunjang diagnose.

Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ?('3)::-'1"1u:ruf"'i:' S

mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan kebutuhan,
bahan makanan pasien UPT Klinik Utama Sungai Bangkong

Instalasi dan Aiat

pelayanan = makanan

Pemeliharaan Saz ana Prasarana

Utama Sungai Bangkong.

Jumlah dan jenis Instalasi kéb"iiﬁﬁiai’@

disesuaikan dengan

perundang-undangan.

Pasal 18

rawat inap paling lama 5 (lima) hari.

(2) Apabila memerlukan rawat inap lebih dari 5 (lima) haﬁ maka paswn harusiﬂ”:.--' =i S
secara terencana dirujuk ke rumah sakit sesuai ketentuan peramran;'_f RS e

perundang-undangan.

KARD
HUKUM

N

PERANGEAT DABRAR
PEMBAKARSEA

o Eb '

ARISTENT | smmpA |

‘pasien, B
dan pengolahan serta . evaluasi kebumhan”-}

Kesehatan‘-_; AL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j, mempunya; tugas-_:_ L

melaksanakan pengumpulan data sarana, perencanaan kebutuhan
sarana, pemeliharaan, serta evaluasi sarana di hngkungan UP’I‘ Khmh SR

dan
kemampuan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong dan pel"l;zbahannya__ i
ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT sesuai keientuem Peraﬁuran e
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BAB Vi
KEPEGAWAIAN

- Pasal 19

(1) Kepala UPT diangkat dan dlberhentlkan oleh Gubernur daﬂ Peﬂawal ASN"--'
yang memenuhi per syaratan sesuai ketentuan peraturan pemndang—'_.
undangan. . : S e S

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan I“ungsmnal dlaﬂgkat dam Pegawa1 ASN
yang memenuhi persyaratan seésuai ketentuan pelatulan pemndang——'_'_; R
undangan. 3 - : :

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lmgkungan UPT: Khmk Utama Sungazf:}_'_fg_ : L
Bangkong memperhatikan syarat dan kompetensa jabatan sesuai ketezntuan:ﬁ“ :
peraturan perundang-undangan. : -

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan kamr masa Jabatan bag__
Pegawai ASN dalam suatu jabatan dzsesuaxkan dengan ketemuan}'
peraturan per undang«undangan : :

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT. Kimlk Utama Sungal Bangko g
disusun sesuai ketentuan peraturan per undar}.g undangan : :

‘BAB VI =
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu

Tata Kerja
Pasal 20

(1) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memlmpm membma, mengawasz,
mengendalikan, mengarahkan dan- memberlkan petun;uk kel _}8. kepada%'
bawahannya. : . A : _ :

(2} Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pe;abat Admmsirasz dem 'Pe_;abat :
Fungsional wajib menerapkan Pprinsip - koordmasz mi.eg] rasi
sinkronisasi, baik di Imgkungam UPrT Kln’nk Utama - Sunga,x Bangkcng.
maupun antar Instansi lain sesuai dengan- tugas dan fungsmya S

(3) Kepala UPT dan seluruh Pe_]abat W&_}lb :rnelaksaﬁakan fungsz peﬁgawasan, di
lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong dan mengambﬂ 1angkah

langkah yang diperlukan untuk penyeiesazan masaiah sesueu ketentua
peraturan perundang- mdanﬁan o :

‘Bagian Kedua -
: Pelaporan

Pasgal 21

(1) Kepala UPT wajib 1nenyampaikan laporan peiaksanaan tugasnya'_-_’ ecai
periodik maupun sewaktu-wakiu dan. tepat Waktu kepada Kepaia Dm' s
maupun kepada perangkat daelah terkait. = . :

(2) Kepala UPT wajib menyampa;kan Laporan Kmerga kepada Kepafa Dina
secara tepat waktu yang disusun sesuai- ketentuan peraturan pe‘mndam
undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah %raflg terkalt

HARD PERANGEAT DARRAH
HUEUM PEMRARARIA

&SEE%?ET@?{ : uﬁlﬁﬁ&s ; ‘
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(3) Setiap pegawai di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Banglkong wajib
mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan -
pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewalktu-waktu .'1<:epa'd'a'_
atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4} Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbarigan dalam
memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

(1) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas desentrahsagl o '
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral.

(2) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugds pembaﬁtuan dan
tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja l\éegara

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang bmk daiam"_;:.:_
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan’ lcelembagaan dan - o
analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokraSI dan akuntabihtas i SN
kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab ch
bidang organisasi. =

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, . Pegawa1 ASN yang S
melaksanakan tugas pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungal Bangkongf o
Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepan_}ang ’belum acia : o

penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian. T

ADTETEN I BREDA
L

T vl

HARD PERANCEAT DARRAH
HUHIH FEMRAHARDE
B
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BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah
Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015 Nomor 16}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

F#GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,E‘%{(Iﬁ«

£ SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

SUKALIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR




LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA UPT
SUB BAGIAN ~
TATA USAHA'
SEKSI sersl
PELAYANAN PENUNJANG

W GUBERNUR KALIMANTAN'.BARAT;%] i




